
UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH 

SIDOARJO

Analisis Putusan Pembalakan Liar 
Terhadap Hutan Lindung di Indonesia : 

Studi Pendekatan Sejarah
Oleh:

Anindya Pramitaqwati

Dosen Pembimbing: Emy Rosnawati

Prodi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus,2023



2

Pendahuluan
• Hutan lindung merupakan aset berharga bagi kehidupan dan juga lingkungan secara keseluruhan. Akan tetapi,

penyusutan kawasan hutan lindung yang terjadi setiap tahun mengancam kelestarian hutan, ekosistem dan keseimbangan

alam. Penyusutan hutan lindung terjadi karena maraknya tindak pidana terhadap lingkungan hidup terutama perusakan

hutan lindung

• Permasalahan yang kini marak terjadi pada beberapa hutan lindung salah satunya adalah pembalakan hutan liar. Hal

ini terjadi karena pembalakan hutan liar seringkali dilakukan didalam hutan yang jarang terawasi oleh pihak yang

berwenang dalam pengawasan hutan sehingga pelaku pemalakan hutan liar dengan bebas bisa melakukan pembalakan

hutan. Apabila terus-menerus dilakukan hal ini tentunya dapat mengancam punahnya keanekaragaman hayati serta

mengganggu keseimbangan alam yang telah terbentuk.

• Pembalakan hutan liar mengakibatkan hilangnya tanah penyangga yang dapat menyebabkan erosi, banjir, dan

kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu, Pembalakan hutan liar juga mengancam mata pencaharian para penduduk suku

adat dan merampas hak-hak tradisional mereka terhadap tanah dan sumber daya alam. Hal ini tentunya menjadi suatu

permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum dan pemerintah.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1.Bagaimana Analisis Putusan Hakim terhadap para pelaku
pembalakan liar (Illegal Logging) di Hutan Lindung di
Indonesia?
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Metode
• Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan Pendekatan Kasus 

(Case Approach) 

• Bahan hukum primer yang digunakan meliputi beberapa Putusan Pengadilan, 
UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18/2013. 

• Bahan hukum sekunder diantaranya berupa buku, jurnal ilmiah, literatur dan 
doktrin hukum. 

• Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis ialah metode deduktif.
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Hasil
• Terjadi penurunan pada tahun 2015 hingga 2017, namun jumlah kasus tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini menandakan bahwa ada peningkatan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam meninjau

kembali putusan yang telah diberikan. Namun, pada tahun 2019, jumlah kasus yang telah inkrah meningkat lagi. Penurunan ini

bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan dalam hukum acara pidana yang mempengaruhi proses banding dan

kasasi, serta perubahan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk mencari keadilan melalui proses banding dan kasasi.

• Pentingnya pemahaman dan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembalakan liar di hutan lindung. Selain

itu, peningkatan jumlah kasus yang belum inkrah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ada upaya hukum yang dapat

dilakukan untuk memperoleh keadilan yang lebih baik. Peningkatan jumlah kasus yang telah inkrah di tahun-tahun sebelumnya
menunjukkan bahwa ada banyak kasus yang telah diselesaikan dengan tuntas melalui proses hukum yang berlaku.

• Pemerintah dan sistem peradilan perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa proses hukum terkait

kasus pembalakan liar berjalan dengan adil, efisien, dan transparan. Penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap pelaku
pembalakan liar perlu ditingkatkan untuk mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi di hutan lindung. Dalam sistem
peradilan, prinsip inkrah dan kepastian hukum sangat penting untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam
suatu perkara. Putusan Pengadilan Negeri yang telah inkrah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sehingga para
pihak harus melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
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Pembahasan
Analisis Putusan Pengadilan Negeri faktor penyebab putusan dikatakan belum inkrah dan telah inkrah tentang Pembalakan Liar 
(Illegal Logging) terhadap Hutan Lindung

Putusan yang telah Inkrah dan belum inkrah:

1. Tahun 1970: Terdapat 5 kasus di tingkat pertama.

2. Tahun 2013: Dari total 3065 kasus di tingkat pertama, terdapat 514 kasus yang diajukan banding dan 502 kasus yang diajukan kasasi.

Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 3049 (3065 - 514 - 502 = 2049).

3. Tahun 2014: Dari total 3816 kasus di tingkat pertama, terdapat 770 kasus yang diajukan banding dan 742 kasus yang diajukan kasasi.

Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 3304 (3816 - 770 - 742 = 2304).

4. Tahun 2015: Dari total 4290 kasus di tingkat pertama, terdapat 831 kasus yang diajukan banding dan 753 kasus yang diajukan kasasi.

Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 2706 (4290 - 831 - 753 = 2706).

5. Tahun 2016: Dari total 3741 kasus di tingkat pertama, terdapat 770 kasus yang diajukan banding dan 691 kasus yang diajukan kasasi.

Jumlah kasus yang telah inkrah pada tahun ini adalah 2280 (3741 - 770 - 691 = 2280).



7

Pembahasan

Tahun 2017: Dari total 2795 kasus di tingkat pertama, terdapat 725 kasus yang

diajukan banding dan 606 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang telah

inkrah pada tahun ini adalah 1464 (2795 - 725 - 606 = 1464).

Tahun 2018: Dari total 7309 kasus di tingkat pertama, terdapat 749 kasus yang

diajukan banding dan 610 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus yang telah

inkrah pada tahun ini adalah 5950 (7309 - 749 - 610 = 5950).

Tahun 2019: Dari total 8090 kasus di tingkat pertama terdapat, terdapat 942

kasus yang diajukan banding dan 530 kasus yang diajukan kasasi. Jumlah kasus

yang inkrah pada tahun ini adalah 6618 (8090-942 – 530=6618).
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Apabila kasus yang telah inkracht dibuat seperti dalam grafik diatas dari tahun 2013-2019 dapat dilihat terjadi sedikit
peningkatan didalamnya, sebagaimana berikut ini :

• Data diatas menunjukkan bahwa sempat terjadi penurunan pada tahun 2015 hingga 2017, namun jumlah kasus tersebut
kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menandakan bahwa ada peningkatan upaya hukum yang dilakukan
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam meninjau kembali putusan yang telah diberikan. Namun, pada tahun 2019, jumlah
kasus yang telah inkrah meningkat lagi. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan dalam
hukum acara pidana yang mempengaruhi proses banding dan kasasi, serta perubahan dalam kesadaran hukum masyarakat
untuk mencari keadilan melalui proses banding dan kasasi
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Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan karena memberikan
informasi terkait banyaknya kasus pembalakan liar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir
ini, dan bagaimana tindakan para penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi
tindakan yang merusak ekosistem Hutan Lindung sehingga menjadikan Hutan Lindung tempat
yang aman bagi Flora dan Fauna yang di Lindungi oleh Pemerintahan
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Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, pembaca
maupun peneliti lain agar lebih mengetahui dan dapat juga digunakan sebagai
acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai analisis terhadap Putusan Hakim
dalam menjatuhkan hukuman atau vonis kepada para oknum pelaku
pembalakan liar (Illegal Logging) terhadap Hutan Lindung baik individu
maupun berbadan hukum di Indonesia
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